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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyu . e
yusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan tahun

2016 merupakan pelaksanaan dari Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana kerja (Renja) mempunyai fungsi penting dalam
istem  perencanaan daerah, karena renja menerjemahkan perencanan strategis jangka
nenengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan,
enja juga menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah -
ingkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman
agi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana
*bijakan umum APBD ditetapkan secara bersama - sama antara Dewan Perwakilan Rakyat
aerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut,

*nja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena
emuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan
daerah satu tahun;

Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.

Proses penyusunan renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan
lalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahunan dan
mperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya.
agai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis,
u menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan
ganggaran tahunan. Oleh karena itu, Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis
dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas
bangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja
ngkat Daerah (SKPD).

)asar Hukum
Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah
Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2730);

|
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Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
04 Nomor 66,

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Undang -

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan
ahun 2008

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia T

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575); )
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dar

Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesi

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
o an

13.
a Tahun 2007 Nomor 82,

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesi

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

14.
ahan Lembaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tamb

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 4
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

15; ata Cara Penyusunan',

Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

C. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Renja Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2016.
Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir
Selatan ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu
satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan

Polisi Pamong Praja dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan dan atau sumber-sumber lainnya dengan harapan dapat mendorong partisipasi

masyarakat.
Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Pesisir Seiatan adalah :
1. Mendiskripsikan tentang program - program prioritas yang akan dilaksanakan langsung
oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan.

Program - program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan

menitikberatkan pada program - program prioritas.

D. Sistematika Penulisan
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016

adalah sebagai berikut:
BABI PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Kab. Pesisir Selatar
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1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja SATPOL PP Kab. Pesisir Selatan
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BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Sasaran Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-lsu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
BAB1ll  TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB1V  PENUTUP
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A. Evaluasi Pelaksan: j
aksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

BAB 11
EV 3 4 >
ALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

VISI :

“ Terdepan
an dalz ncipte i
lam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban
umum serta peneg:
r'ta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanas ¥
. sanaannya”.
a. Memelihara kete
. ara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan
aerah dan Peraturan pelaksanaannya.
b. Memberd:
5 daya as i
yakan masyarakat menuju terwujudnya Kketentraman dan
ketertiban umum.
¢. Memberdaya isi
ayakan Polisi Pamong Praja dan PPNS menuju profesionalisme
pengabdian dalam pelaksanaan tugas
d. Menjalin kerj
= :
l J Ja sama dan kemitraan dengan Aparat TNI/Polri dan Dinas/
nstansi terkai i i
rkait lainnya dala m memelihara ketentraman dan ketertiban
umum/Perli
/Perlindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Pelaksanaannya.

T e 5
ugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana

.dlnyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja, pada Pasal 4 yaitu menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai fungsi (Pasal 5) :

Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan

a.
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat di daerah;
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum dan Kketenteraman masyarakat dengan
Renja SKPD Satpol PP Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016 2
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Kepolisian Negara i
gara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri S
dan/atau aparatur lainnya; ‘ Rt
f. Pengawasan , r apar:
asan terhada syar:
% ap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan
melnaa Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan 7 ‘
g Pelaksanaan i : a
¥ tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah
Selanjutnya m i i i - Renja in
i engenai rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan ja SKPD d
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tah ‘
un 2015 (ta ) i apat dili
\ i | (tahun berjalan) sebagaimana dapat dilihat

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Wilayah i
Kabupaten/;ma t::tz:a;er\\”ll Pesisir S'ela.tan yang begitu luasnya dan merupakan
- sl atyah Propinsi Sumatera Barat, dimana saat ini terdiri dari 15
. dimu:r: sumber c.iaya alam dan kondisi demografis penduduk yang
s menyelenggarai:n\f(an m.emmbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban.
e DS T Pen: :ngSl dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman
- . egakkan Pc?raturan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, Satuan
g ja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan

selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Perkemb i mi iti
angan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten

Pesisir Sel i
elatan relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator

ert ini ili it
pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib

pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Daerah melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan
a menunjang

dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangk
n dimaksud

masyarakat, masih tetap
rah di Kabupaten Pesisir Selatan. Instrume
ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap P

n angka variatif dan senantiasa fluktuati

peningkatan Pendapatan Asli Dae
eraturan

dibutuhkan karena berdasarkan data yang
f dari

h di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukka
nstrumen pendukung dimaksud adalah
gi oleh fungsi Penyidikan dan Pen

Daera
tahun ke tahun. 1 pemberdayaan Satuan Polisi Pamong

Praja, dalam hal ini dibidan

indakan melalui tenaga Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

raan Tugas dan Fungsi SKPD

anan SKPD, beberapa permas
or internal dan eksternal, sebagai

C. Isu-Isu Penting Penyelengga
peningkatan kinerja pelay alahan dan

Dalam rangka
dikelompokkan menjadi fakt

hambatan yang dihadapi, dapat

berikut :

Faktor Internal :

Renja SKPD Satpol PP Ka

b. Pesisir Selatan Tahun 2016
Page ¢
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a.

d.

Masih perlunya kualitas dan kuantitas personil

(Staf yang telah mengikuti latihan dasar Satpol PP sebagaimana amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja masih sedikit,
Tenaga PPNS yang aktif 3 orang, masih ada pejabat eselon yang belum sarjana)

Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana.

(alat komunikasi, peralatan dan perlengkapan kantor)

Kendaraan operasio;lal lapangan masih kurang memadai untuk digunaka'n

sebagai kendaraan handal di lapangan.

e/

Masih perlunya penambahan Anggaran.

Faktor Eksternal :

a.

Belum adanya political will dari Pemerintahan Daerah untuk meningkatkan status
Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan dari tipe B ke tipe A (amanat PP No. 6 tahun
2010 tentang Satpol PP dan Permendagri nomor 40 tahun 2011 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja), yang nantinya bertujuan
untuk pembentukan Satpol PP di tingkat Kecamatan (atau Unit Satpol PP
Kecamatan), sehingga akan sangat membantu pemda dalam hal memaksimalkan
potensi PAD, seperti : melalui Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di
kecamatan, penertiban pasar-pasar kecamatan yang berimplikasi kepada
ketaatan pedagang membayar retribusi dan menghindari terjadinya pungutan liar
(pungli), penertiban hewan ternak lepas di wilayah kecamatan, penertiban usaha
Galian C ilegal yang berasal dari pertambangan milik masyarakat yang tidak
mengantongi izin usaha, penertiban bangunan-bangunan yang tidak memiliki
IMB.

Luasnya cakupan wilayah tugas, serta tingginya rentang kendali perbandingan
jumlah anggota satuan polisi pamong praja saat ini dengan jumlah penduduk
Kabupaten Pesisir Selatan, yaitunya 1 : 5.000 lebih.

Masih banyaknya penyimpangan pelanggaran Peraturan Daerah.

Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
Meningkatnya pariwisata yang membutuhkan pengamanan demi kenyamanan
pengunjung wisata.

Masih kurangnya sosialisasi atau penyuluhan tentang Peraturan Daerah kepada
masyarakat, sehingga kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap produk
hukum (Perda) yang berlaku masih kurang dan sering dilanggar.

Maraknya peredaran melamin pada makanan dan minuman.
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h. Bencana alam y

ang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan

Prioritas p
S Program Satuan Polisi
a isi Pamon Prajz 4 e - .
tahunnya selaly djse] among Praja Kabupaten Pesisir Selatan setiap

araskan dengan Priori o . .
melaksan gan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan didalam

akan pro
gram ter: : insi insi
dan tercermi sebut terdapat prinsip - prinsip pengutamaan yang harus melandasi
min dalam melaksanakan ‘

program yaitu di bhiq

berbagai kegiatan yang masuk dalam bidang urusan dan

N ang "Kesatuan B it
prioritas sebagai Berlluts angsa dan Politik dalam Negeri”, dengan program

> Program Pe] .
o ¢layanan Administrasi Perkantoran
am ini dilaks
. . anakan dalam bentuk dukungan kegiatan-kegiatan administrasi
N, makan-mi
s N-minum, dukungan sarana penerangan (listrik), air dan telepon, surat
ar, serta penyediaan makan dan mi jal i
5 e num, perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
Xl gKatan Sarana dan Prasarana Aparatur
am hal ini, keber:
e adaan sarana dan prasarana yang memadai tentunya sangat mendukung
an suatu i i
s program/kegiatan yang direncanakan, begitu sebaliknya. Pada program
ni dan berdasarkan situasi dan kondisi lapangan, beb hal i
o : pangan, beberapa hal yang sangat dibutuhkan,
» . ungan ketersediaan kendraan operasional/mobil patroli, peralatan dan
rlen 5 i
z : gakapan kantor, suasana lingkungan kantor yang nyaman dan memadai, serta
ukungan i
g pemeliharaan kenderaan bermotor guna kelancaran Kkegiatan operasional
lapangan.
> Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Dalam rangka melengkapi kebutuhan pakaian para anggota Satpol PP yang terdiri dari yang
mana pada tahun 2015 hanya mampu teranggarkan untuk seragam olahraga.
» Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Melalui kegiatan diklat formal yang diikuti diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan
dan wawasan aparatur Satpol PP terhadap tupoksi mereka.

»> Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
an ternak lepas yang berkeliaran

Program ini difokuskan pada kegiatan penertiban hew
pada jalan-jalan raya atau fasilitas umum, yang menyebabkan terjad

ganggunya arus lalu lintas serta membuat lingkungan menjadi
"tinja” di jalan-jalan raya,

inya ketidaknyamanan

lingkungan, ter; tidak bersih

dan indah, karena hewan terna
sehingga menimbulkan image yang tidak ba
¢ Selatan. Hewan ternak lepas tersebut seperti
onil Satpol PP, juga telah muncul kearifan lok
ma menggalakkan dan mensosialisasikan hal

k lepas tersebut meninggalkan
gus bagi orang-orang yang berkunjung ke
Kabupaten Pesisi sapi dan kambing. Kegiatan

t
ini disamping melibatkan pers al masyaraka

setempat atau nagari untuk secara bersama-sa

ini kepada masyarakat luas.

/
Renja SKPD Satpol PP Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016
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Program ini juga difokukan pada kegiatan pencegahan serta penertiban trantibum serta
penyakit masyarakat. Dengan meningkatnya kemajuan teknologi, maka akses dengan dunia
luar semakin terbuka lebar. Menjadikan masyarakat semakin cerdas dan maju, akan tetapi
dengan kemajuan tersebut mempunyai dampak negatif bagi masyarakat. Karena tidak
Semua masyarakat menerima dengan arif kemajuan tersebut, yang menjadikan tingkat
ga"igguan trantibum dan penyakit masyarakat semakin meningkat.

Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini menitikberatkan kerjasama terpadu antara Satpol PP, TNI, Polri, Kejaksaan
dalam memberantas segala bentuk gangguan trantibmas dan perbuatan-perbuatan kriminal
yang dilakukan oknum masyarakat, aparatur dan atau badan hukum di wilayah Kabupaten
Pesisir Selatan. Kegiatan operasi gabungan ini juga bertujuan memberantas segala bentuk
penyakit masyarakat dan maksiat, minum-minuman keras, judi dan sejenisnya. Pada

akhirnya si oknum/pelaku dapat diproses sesuai hukum yang berlaku/perda dan
dimejahhijaukan dalam rangka menimbulkan efek jera.

Program ini juga diwujudkan dalam bentuk kegiatan Operasi Pengamanan Acara
Pemerintah Daerah. baik yang berskala Internasional, Nasional maupun lokal diantaranya
PAM KPDT Expo, PAM Festival Langkisau, PAM Tour De Singkarak, PAM Tahun Baru. Dan
Kegiatan Operasi Pengamanan Hari Besar Keagamaan yakni PAM Balimau Paga dan PAM

Idul Fitri. Kemudian juga Kegiatan Kemah Bhakti Satpol PP guna terciptanya kerjasama
yang harmonis dengan Satpol PP se Sumatera Barat.
Program Pendidikan Kedinasan

Program ini menitikberatkan pada terciptanya personil PPNS dalam Penegakan Perda,
Perbup dan juga meningkatnya keterampilan, profesionalitas, pengetahuan dasar Anggota
Satpol PP dalam bidang tugasnya. Adapun kegiatan dalam program ini berupa : Pendidikan

dan Pelatihan Teknis PPNS dan Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme melalui
Pendidikan Secata B.
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; BAB I11
UJu 5
JUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaa
han Terhadap Kebijakan Nasional

Maksud e Praja K
P nyusuna P P on
n Rencana Kerja Satuan olisi Pam g Praj

Selatan abupaten Pesisir

untuk perioq
€ Satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

a. Menjadi acya i
n bagi se]
S = igo e uru.h komponen yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Bagian
by | s XSl Operasional dan Penertiban, Seksi Pembinaan dan Pengembangan
ks ungan I ,
e 8 “MaSya.akat dan Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil), karena
. . uruh kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja;
- enjadi pedoman dala ,
m men j
: yusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) selama satu tahun;

Menciptakan k i

epa ij

o Pastian kebijakan, yang merupakan komitmen Satuan Polisi Pamong
aja Kabupaten Pesisir Selatan. 1

Sedangkan i i
g fwjuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 ini adalah:

a.  Menjab e
jabarkan Rencana Pembangunan jangka Menengah Tahun 2011-2015; dalam

rencan i iori
a Program kegiatan Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2016;

b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2016;

c! Menjadikan acuan bagi seluruh seksi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Pesisir Selatan dalam rangka penyelengaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena
memuat kebijakan publik;

d.  Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara
seksi-seksi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan;

e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada

dalam Satuan Polisi Pamong Praja.

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir

Selatan tahun 2011 sampai dengan 2015, maka Sasaran Strategi yang dilaksanakan

pada tahun 2016 adalah :

e e T

Renja SKPD Satpol PP Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016
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1. Sasaran pert

ama y'
» yaitu k
elancaran pelaksanaan tugas, melalui dukungan

pelaya i
yYanan admmistrasi perk

antoran.

Sasar
an keduy §
4, yaitu i
dan Pemelihar Peningkatan sarana dan prasarana melalui penambahan
aan Sarana dan Prasarana kantor

Sasaran ket;
etiga, yaitu i
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7. Sasaran ketujuh, yaitu terciptanya personil PPNS yang handal dalam penegakan

:a)rda, Perbup dan meningkatnya peningkatan kemampuan dasar anggota Satpol

C. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan
Pilihan (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Belanja APBD setiap tahunnya disusun
mengacu pada Permendagri No. 13 Tahun 2006. Adapun jenis program dan kegiatan
pada Tahun 2016 (sebagaimana dapat dilihat pada lampiran I B) :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Pen
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

yediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS dan Pejabat Negara

G
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

f.  Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
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a. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. | Pendidikan dan Pelatihan Formal

b. | Pendidikan Dasar Anggota Satpol PP

5 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

: Pengendalian Keamanan Lingkungan

a.
b. | Pengendalian Keamanan Objek Wisata

L

Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Wisata Laut
d. | Pol. PP Pelajar

6 | Progam Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

a. | Forum Penegak Perda

b. | Operasi PAM Objek Wisata Pantai Carocok

c. | Kemah Bhakti Satpol PP se Sumatera Barat

d. | Operasi Pengamanan Kegiatan Festival Langkisau
e. | Operasi Pengamanan Tor De Singkarak

™

Operasi PAM Lebaran
g. | Pembentukan Peraturan Daerah Ketentraman dan Ketertiban Umum
f.

Pembentukan Peraturan Daerah Perubahan SOTK

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya di wilayah Kabupaten Pesisir
Selatan sangat penting sekali dalam rangka mengawal terlaksananya peraturan daerah
dan keputusan Bupati secara baik, khususnya yang menyangkut sumber-sumber
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama ini, sumber-sumber penerimaan
daerah yang berasal langsung dari usaha produktif masyarakat, badan usaha, kekayaan
daerah belum terlaksana secara baik, dan bahkan boleh dikatakan sangat minim sekali.
justru sebaliknya lebih banyak bersumber dari SKPD seperti yang bersumber dari pajak

makan SKPD. Kondisi ini tentunya membutuhkan perhatian kita bersama, mengingat
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4, mengingat sumber PAD Kabupaten Pesisir Selatan masih sangat

rendah, padahal daerah ini sangat kaya dengan berbagai potensi dan merupakan
wilayah kabupaten/kota paling iuas di Propinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya, permasalahan gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban
umum juga bisa dikatakan mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan dan
dinamika social yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berbanding lurus
dengan perkembangan zaman. Praktek-praktek prostitusi atau maksiat, khususnya di
wilayah Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut yang merupakan wilayah yang cukup
heterogen juga semakin meningkat (berdasarkan laporan masyarakat), begitupun
praktek-praktek prostitusi secara terselubung. Penyakit masyarakat lainnya seperti
judi, minuman Kkeras, gangguan hewan/ternak lepas, permasalahan adat/kaum, dan
lain-lain juga perlu mendapatkan perhatian Kkita bersama, tidak hanya Satpol PP apalagi
kabupaten ini semakin gencar melaksanakan program-program pemekaran nagari,
yang intinya diharapkan dapat memacu semangat membangun nagari, diantara para
cadiak pandai, bundo kanduang dan

unsur di nagari, seperti niniak mamak, alim ulama,

pemuda beserta seluruh masyarakat nagari, membangun kembali semangat gotong

royong yang sudah mulai memudar, meningkatkan gerakan anti maksiat yang dimulai
dari nagari, dan lain-lain.

Kemudian juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Sebagaimana dinyatakan pada pasal 6 huruf ¢
Kewenangan yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja yaitunya fasilitasi dan
e

pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

B ————
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Inilah  beberapa tantangan

pelaksanaan tugas-tugas Satpol PP, kiranya
keberadaan Satpol pp Kabup

aten Pesisir Selatan dapat ditingkatkan statusnya dari Tipe
B ke Tipe A, sehingga nantinya Satpol PP juga berada di wilayah Kecamatan guna
melaksanakan tugas menjaga trantibum serta menegakkkan Perda, karena luasnya
wilayah cakupan tugas dan selama ini dengan keberadaan Satpol PP yang hanya berada

di ibukota Kabupaten belum cukup maksimal untuk mengatasi persoalan-persoalan
masyarakat yang berada di kecamatan-kecamatan wilayah selatan.
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BAB 1V
PENUTUP

Dengan ad :
A ; anya Rencana Kerja Satpol pp Kabupaten Pesisir Selatan ini diharapkan
pemba . SOU
figunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi,

;irtl:;f;als(;s::azzeiﬁs. c_iala“E pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja

esISir Selatan akan melaksanakan program dan kegiatan pada tahun
201?. Selanjutnya Rencana Kerja ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) dan
APBD. Dalam kaitan ini, maka kerjasama pemerintah daerah dengan DPRD sangat diperlukan
sehingga program - Program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. SKPD diharuskan

untuk menyesuaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA- SKPD) Tahun
2016.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan

kententraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, hanya akan berhasil
secara optimal apabila segenap aparatur Pemerintahan lainnya dan masyarakat terlibat aktif
didalamnya. Sebagaimana dimaklumi bahwa untuk mencapai kondisi ketentraman dan
ketertiban tidak semata-mata menjadi tugas pokok dan tanggung jawab Polisi Pamong Praja
saja, tetapi diharapkan peran serta seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan
memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, lembaga
dan instansi terkait serta aparat penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan
Pengadilan. Dimana merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan guna
memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta berfungsinya Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah secara optimal dan efektif di masyarakat.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, semoga pelaksanaan APBD
tahun 2016 nantinya dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho Allah SWT. Amin.

Painan, 13 Februari 2015
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